
' l ' ; '  
' t "

I  ;  - .  -1
t : i ' ,  - .  i '+; l

'i !,*ffi,-,i iy
\-a- 

" 

_,:..--,'_' 

,/'
;n+.**1-a
._j:i:;::>.

SENIN,11 JULI2O11

I BELUM ADA..'
(Sambungan darihal 1)

Kepada Kaltim Post, Fiiza|
DjaIiI, anggota BPK menYata-
kan, akan menghadiri PariPur-
na.

"Sebagai PimPinan BPK
yang bert'anggungj awab untuk
wilayah timur Indonesia, saYa
akan hadir. Ini mengingat, Po-
tensi keuangan Yang begitu
besar di Kaltim," tutur Rizal.

Menurutnya, belum adanYa
satu pun pemda di Kaltim Yang
mendapat oPini wajar tanPa
pengecualian (WTP), membuat
BPK berkeinginan mendorong
pemprov, pemkab, dan Pemkot
diKaltim meraih oPini terting-

Si dari hasil au{it laPoran ke-
uangarr pemda.

Dari data BPK, total anggar-

an yang Rp 3l triliun tersebut,
terbesar adalahAPBD Provlnsi
Rp 6,7 triliun.' SelanjutnYa,
APBD Kutai Kartanegara RP
4,6 triliun, lalu Kutai Timur
Rb z,4triliun, dan Samarinda
Rp 2,1 triliun. Sementara Yang
paling kecil adalah Tana Ti-
dung yang APBD-nya sebesar
Rp 978 miliar (selengkaPnYa'
silakan lihat grafis).

Sementara itu, KePala Biro
Keuangan Sekretdriat Prowinsi
Kaltim Fadtiansyah meqjelas-
kdLn, pihaknya sudah beruPaYa
keras menyampaikan laPoran
keuangan tahun 2010. "Tentu
untuk mendapat oPini Yang
Iebih baik," katanYa, kemarin.
Salah satu pekerjaan besar da-
lam peny'usunan laPoran ke-
uangan yaitu banYaknYa item
aset yan g ribuan dan mencaPai
nilaiRp l3triliunlebih. (feVfar)

APBD Se-Kaltim Rp 31 Triliun

BelumAda yangWTP
SAMARII\DA - Rupiah yang

berputar di Kaltim dari APBD ni-
lainya sangat besar. Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) mencatat,
besaran APBD dari seluruh ka-
bupaten kota se-Kaltim mencaPai
Rp 31 triliun. Sayang, tata kelola
keuangan yang besar tersebut be-
lum mendapat'pengakuan' yang
menggembirakan dari BPK. Pagr
ini (11/7), BPK RI bersama Pem-
prov dan DPRD Kaltim bertemu
dalam rapat paripurna di Gedung
Dewan, Karang Paci, Samarinda.
Agendanya adalah penyerahan
hasil aufit BPKterhadap laporan
kduangan Pemprov Kaltim.
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